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	Abstrak

Sistem peradilan merupakan instrumen utama negara hukum dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Artikel ini menganalisis peran sistem peradilan Indonesia dengan menggunakan kerangka hukum yang berlaku sampai tahun 2026. Pembaruan hukum pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 menjadi perkembangan penting, khususnya berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menggantikan KUHAP 1981. UU KUHAP 2025 memperkuat hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas, serta praperadilan, keadilan restoratif, ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, kompensasi, dan peran advokat. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan berperan melalui jaminan persamaan di hadapan hukum, due process of law, fair trial, akses terhadap keadilan, pengujian tindakan negara, perlindungan hak konstitusional, serta pemulihan hak. Namun efektivitas perlindungan masih dipengaruhi oleh akses bantuan hukum, independensi dan integritas aparat, lamanya proses, kesenjangan teknologi, perlindungan kelompok rentan, dan pelaksanaan putusan.
Kata Kunci: Sistem Peradilan, Hak Asasi Manusia, KUHAP 2025, Kekuasaan Kehakiman, Access to Justice.


	Abstract

The judicial system serves as a primary instrument for a state governed by the rule of law to ensure respect for, protection of, and the fulfillment of human rights. This article analyzes the role of Indonesia's judicial system within the legal framework applicable through 2026. A significant development is the criminal law reform taking effect on January 2, 2026 specifically the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (as adjusted by Law Number 1 of 2026 regarding Criminal Penalty Adjustments) and Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code, which replaces the 1981 Criminal Procedure Code. The 2025 Criminal Procedure Code strengthens the rights of suspects, defendants, convicted persons, witnesses, victims, and persons with disabilities, while also reinforcing pretrial proceedings, restorative justice, damages, rehabilitation, restitution, compensation, and the role of legal counsel. This study employs a juridical-normative method utilizing statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the judiciary fulfills its role by guaranteeing equality before the law, due process, fair trial standards, and access to justice, as well as by reviewing state actions, protecting constitutional rights, and facilitating the restoration of rights. However, the effectiveness of this protection remains influenced by factors such as access to legal aid, the independence and integrity of officials, the duration of proceedings, the technology gap, the protection of vulnerable groups, and the enforcement of court rulings.
Keywords: Judicial System, Human Rights, 2025 Criminal Procedure Code, Judicial Power, Access to Justice.



A. Pendahuluan
Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum. Prinsip tersebut mengandung konsekuensi bahwa penggunaan kekuasaan negara harus tunduk pada hukum, sementara hak dan kebebasan manusia harus memperoleh perlindungan yang efektif. UUD NRI Tahun 1945 menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Bab XA UUD 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap berbagai hak dasar, termasuk hak hidup, persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif.

Kerangka HAM tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Dalam bidang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tetap menjadi dasar utama penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Perkembangan paling penting bagi perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana terjadi pada 2 Januari 2026. Pada tanggal tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai berlaku dan mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. UU baru tersebut memperkuat hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas; mengubah pengaturan upaya paksa; memperkuat praperadilan; mengatur keadilan restoratif; serta ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, kompensasi, dan peran advokat. 

Pada tanggal yang sama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku dan telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pembaruan ini membutuhkan harmonisasi antara hukum pidana materiil, hukum acara pidana, prinsip konstitusional, dan perlindungan HAM. 

Artikel ini membahas kedudukan sistem peradilan dalam menjamin HAM, pengaruh pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana tahun 2026 terhadap perlindungan HAM, serta tantangan implementasinya.

B. Metodologi
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026, serta UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

2. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum dengan prinsip equality before the law, due process of law, fair trial, access to justice, dan effective remedy.

C. Hasil dan Pembahasan
Kedudukan Sistem Peradilan dalam Jaminan HAM 
1. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka 
Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka. Independensi merupakan syarat dasar bagi peradilan yang mampu melindungi HAM karena hakim harus bebas dari intervensi kekuasaan politik, tekanan ekonomi, maupun kepentingan pihak yang berperkara. UU Nomor 48 Tahun 2009 juga menempatkan peradilan sebagai instrumen untuk menegakkan hukum dan keadilan. Independensi harus berjalan bersama integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. 
2. Pengadilan sebagai Forum Pemulihan Hak 
Peradilan tidak hanya menentukan siapa yang benar dan salah, tetapi juga menyediakan mekanisme pemulihan ketika hak seseorang dilanggar. Pemulihan dapat berbentuk pembatalan tindakan yang melanggar hukum, penghentian tindakan, ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, kompensasi, atau bentuk pemulihan lain sesuai karakter perkara. Effective remedy mengharuskan mekanisme tersebut dapat digunakan secara nyata dan tidak berhenti pada pengakuan normatif.
Kedudukan Pembaruan Hukum Peradilan Pidana dan Penguatan HAM Tahun 2026

1. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP
UU Nomor 20 Tahun 2025 merupakan pembaruan fundamental hukum acara pidana Indonesia. UU ini berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1981. Salah satu arah utamanya adalah penguatan hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas. Dengan demikian, hukum acara pidana tidak semata dirancang untuk memudahkan penegakan hukum, tetapi juga membatasi kewenangan negara agar proses pidana tetap menghormati martabat manusia. 
UU KUHAP 2025 juga memperkuat mekanisme praperadilan dan mengatur kembali upaya paksa. Hal ini penting karena penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tindakan paksa lainnya merupakan intervensi negara terhadap kebebasan dan privasi. Setiap tindakan paksa harus memiliki dasar hukum dan dapat diuji melalui mekanisme yang tersedia. 
Pembaruan tersebut mencakup keadilan restoratif, ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Pendekatan ini memperluas orientasi sistem peradilan dari penghukuman semata menuju pemulihan dengan memperhatikan korban dan kepentingan para pihak. Penguatan peran advokat juga penting karena pembelaan efektif merupakan unsur peradilan yang adil.
2. Berlakunya KUHP Nasional dan Penyesuaian Pidana

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026 sebagai hukum pidana nasional dan telah diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Keberlakuan KUHP nasional harus dibaca bersama KUHAP 2025 karena hukum pidana materiil menentukan perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan hukum acara menentukan batas dan tata cara negara menggunakan kewenangan penegakan hukum. 

Dari perspektif HAM, penerapan hukum pidana harus memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, dan pembatasan kekuasaan negara. Peradilan mempunyai tugas memastikan penerapan pidana tidak melampaui batas hukum dan konstitusi.

Peran Sistem Peradilan dalam Menjamin HAM

1. Equality Before the Law 

Persamaan di hadapan hukum merupakan fondasi perlindungan HAM. Pengadilan harus memberikan kesempatan yang setara kepada para pihak untuk mengajukan dalil, bukti, dan pembelaan. Perbedaan status sosial, ekonomi, jabatan, maupun latar belakang tidak boleh menentukan kualitas perlakuan hukum. Persamaan substantif juga menuntut perhatian terhadap pihak yang secara faktual berada dalam posisi rentan. 

2. Due Process of Law dan Fair Trial 
Due process of law menempatkan prosedur sebagai perlindungan terhadap kesewenang-wenangan. Dalam perkara pidana, hak untuk mengetahui tuduhan, memperoleh bantuan hukum, mengajukan pembelaan, menggunakan alat bukti sesuai hukum, dan memperoleh pemeriksaan oleh lembaga independen merupakan unsur penting fair trial. KUHAP 2025 memperkuat kerangka tersebut. 

3. Access to Justice dan Bantuan Hukum 

Akses terhadap keadilan tidak cukup dengan menyediakan pengadilan. Masyarakat harus mampu menggunakan mekanisme tersebut. UU Nomor 16 Tahun 2011 memberikan dasar pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin. Pengadilan juga perlu menyediakan informasi yang mudah dipahami dan pelayanan yang inklusif. 

4. Perlindungan Korban dan Kelompok Rentan 

Perlindungan HAM harus mencakup korban dan kelompok rentan. KUHAP 2025 secara eksplisit memperkuat hak korban dan penyandang disabilitas. Perlindungan harus mencegah reviktimisasi dan memastikan korban memperoleh pemulihan yang efektif.

5. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional

Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan tersebut merupakan mekanisme penting untuk memastikan norma undang-undang tetap berada dalam batas konstitusi dan tidak mengurangi hak konstitusional secara tidak sah.

6. Pengawasan terhadap Tindakan Negara 

Sistem peradilan berfungsi mengontrol tindakan pemerintah dan aparat penegak hukum. Dalam negara hukum, kewenangan negara tidak absolut. Tindakan administratif maupun tindakan dalam proses pidana harus dapat diuji berdasarkan hukum.

Tantangan Implementasi
Perubahan hukum yang besar membutuhkan harmonisasi dan pemahaman seragam di antara penyidik, penuntut umum, advokat, hakim, dan lembaga terkait. Penguatan hak dalam undang-undang tidak otomatis menjamin pelaksanaannya apabila budaya hukum dan praktik penegakan hukum belum berubah. Akses bantuan hukum dan kualitas pembelaan juga harus diperkuat agar equality before the law tidak hanya bersifat formal.

Independensi peradilan harus dijaga bersama akuntabilitas dan integritas. Digitalisasi peradilan perlu dikembangkan secara inklusif karena masyarakat memiliki kemampuan teknologi yang berbeda. Selain itu, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus benar-benar dilaksanakan. Perlindungan HAM kehilangan efektivitas apabila seseorang memperoleh kemenangan formal tetapi tidak mendapatkan pemulihan nyata.

Upaya Penguatan

Pertama, perlu pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai KUHP 2023, penyesuaian pidana 2026, dan KUHAP 2025. Kedua, pengadilan dan aparat penegak hukum perlu membangun standar pelayanan berorientasi HAM. Ketiga, bantuan hukum harus diperluas dan kualitasnya dijaga. Keempat, pengawasan etik dan disiplin harus berjalan tanpa mengganggu independensi hakim. Kelima, pelaksanaan putusan harus menjadi indikator efektivitas peradilan. Keenam, pelayanan kepada penyandang disabilitas, anak, korban kekerasan, dan kelompok rentan harus dirancang secara khusus dan inklusif.

Pembaruan hukum pidana 2026 merupakan momentum membangun sistem peradilan yang lebih modern. Modernisasi bukan hanya penggunaan teknologi, tetapi perubahan orientasi dari sistem yang berpusat pada penghukuman menuju sistem yang menyeimbangkan kepentingan tersangka atau terdakwa, korban, masyarakat, dan negara dengan HAM sebagai batas kekuasaan.
D. Kesimpulan
Sistem peradilan mempunyai peran sentral dalam menjamin HAM di Indonesia karena menjadi forum untuk menguji tindakan negara, menyelesaikan sengketa, memberikan perlindungan, dan memulihkan hak yang dilanggar. Landasannya terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, UU HAM, UU Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai instrumen hukum mengenai akses terhadap keadilan dan fair trial. 

Perkembangan hukum terbaru pada 2026 memperkuat posisi tersebut. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026 memperkuat hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas serta praperadilan, keadilan restoratif, pemulihan, dan peran advokat. Pada waktu yang sama, KUHP nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku dan telah disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026. Pembaruan tersebut harus diterapkan secara harmonis dengan prinsip HAM dan konstitusi.

Keberhasilan sistem peradilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas undang-undang, tetapi juga independensi hakim, profesionalitas aparat, akses bantuan hukum, perlindungan kelompok rentan, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan putusan. Hukum yang baik harus diwujudkan dalam praktik peradilan yang adil, dapat diakses, dan mampu memberikan pemulihan nyata.
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